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GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH I(HUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 292 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUI<AN, ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
KOMISI PENYIARAN DAN KOMISI INFORMASI PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNURPROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

bahwa )erdasarkan ketentuan Pasal 183 ayat (2) Peraturan Daerah NomoI'
12 Tahu, 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 67
ayat (2:1 Peraturan Gubernur NomoI' 234Tahun 2014 tentang Organ,sasi
dan T<ita Kerja DinasKomunikasi, Informatil<a dan Kehumasan, r:er1u
meneia['kan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran dan K':misi Informasi Provinsi;

1. Undang-Undang NomoI' 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;

2. UI·.d :~l1g-Undang NomoI' 17 Tahun 2003 ten:an~:J Keuangan Negara;

3. Und ang-Undang NomoI' 1 Tahun 200L lentang Perbendaharartn
Neg :.'ra;

4. Uild;"ng-Undang NomOI' 15 Tahun 2004 tentang Pemerik"a,O'n
Pen'Jelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan I'legara;

5. Undang-Undang NomoI' 29 Tahun 2007 tental1g Pemerintahan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

6. Undang-Undang NomoI' 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Pubhk;

7. Un.jang-Undang NomoI' 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Pf~r:.l~Uran Perundang-undangan;
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8. Unda'lg-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang I\paratur Sipil Negara;

9. Undang··Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peratura~ Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaar:
Keuangan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah. Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

13. PeratL:ran Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;

14. Peratuwr Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barany r..~ilik Negara/Daerah;

15. Peratumn Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebaga:mana telah beberapa
kali ci Jbah terakhir dengan Peraturan Menteri DalClm Negeri Nomor 21
Tahur ~:011;

16. Peratur;~.l Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran
Indonesia Daerah;

17. Pera(lJ,an Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola
Organisc~si Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

18. PeratLJran Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;

19. Peraturan Gubernur Nomor 234 Tahun 2014 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Komunikasi. Informatika dan Kehumasan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATUR,lN GUBERNUR TENTANG PEMBEI'ITUKAN. ORGANISASI
DAN TAT/. KERJA SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN DAN KOMISI
INFORMASi PROVINSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
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2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai
unsur p,enyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.

4. Sekn"tariat Daerah adaiah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

5. Sekretar:s Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

6. Inspektuf adalah Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya
. disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Provins. Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

9. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro
Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

10. Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan yang selanjutnya
disebut Dinas Kominfomas adalah Dinas Kornunikasi, Informatika dan
Kehumasan Provinsi Daerah Khusus Ibukota J'lkarta.

11. Kepala LJinas adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan
Kehumasan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

12. Komisi Penyiaran dan Komisi Informasi Provinsi yang selanjutnya
disingkat KPKIP adalah Sekretariat Komi",i Penyiaran dan Komisi
Inform8si Provinsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan.

13. Sekretariat KPKIP adalah Sekretariat Komisi Penyiaran dan Komisi
Infow18si Provinsi.

14. KepC'.i8 Sekretariat KPKIP adalah Kepala Se"retariat Komisi Penyiarc!n
dan Komisi Informasi Provinsi.

15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selcmjutnya disingkat SKPD
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.

16. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalan
Unit Kerja atau Subordinat SKPD.

17. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan
lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan
penyelE,nggaraan negara, yang sebagian at8u seluruhnya dananya
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau
Anggar8n Pendapatan dan Belanja Daerah atau organisasi non

. pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari
Anggar:m Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran
Pendq:19tan dan Belanja Daerah, sumbangan rnasyarakat dan/atau luar
nege,i.
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18. Inforrnasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda
yang rrengandung nilai, rnakna dan pesan, taik data, fakta rnaupun
penjela~;annya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan
dalarn berbagai kernasan dan forrnat sesuai dengan perkernbangan
teknoloo;ji inforrnasi dan kornunikasi secara elektronik ataupun non
elektronik.

19. Inforrnasi Publik adalah inforrnasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola,
. dikirim dan/atau diterirna oleh suatu badan publik yang berkaitan

dengan penyelenggaraan dan penyelenggaraan negara dan/atau
penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya.

20. Dokurnentasi adalah pengurnpulan, pengolahan, penyusunan dan/atau
penc2tatan dokumen, data, garnbar dan suara untuk bahan informasi.

21. Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk
rnenduciuki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik.

22. Pejabat Pengelola Inforrnasi dan Dokurnentasi yang selanjutnya
disingk<l'. PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang
penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelaksana
informa::i di Iingkungan Pernerintah Daerah.

23. Pernohon Inforrnasi Publik adalah warga Negara dan/atau bad an hukurn
Indonesia yang mengajukan perrnintaan Informasi Publik.

24. Orang ildalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum atau
badan politik.

25. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang rnenggunakan inforrnasi
publix sebagairnana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

26. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalarn bentuk suara, garnbar
atau Sl:ara dan gambar yang berbentuk grafis, baik yang bersifat
interaktif maupun tidak, yang dapat diterima rnelalui perangkat penerima
siaran.

27. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana
pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa
dengar. rnenggunakan spektrurn frekuensi radio rnelalui udara, kabel
dan/atacl media lainnya untuk dapat diterirna secara serentak dan
bersarraan oleh rnasyarakat dengan perangkat penerirna siaran.

28. Penyial'an Radio adalah media kornunikasi rnassa dengar, yang
men'/Hlurkan gagasan dan inforrnasi dalarn bentuk suara secara urnurn
dan ter':>uka, berupa prograrn yang teratur dan berkesinambungan.

29. Penyiamn Televisi adalah rnedia komunikasi rnassa dengar pandang,
yang l1Ienyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan
gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program
yang teratur dan berkesinambungan.

30. Izin Penyelenggaraan Penyiaran adalah hak yang diberikan oleh negara
kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran.
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BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Sekretariat KPKIP.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

(1 ) Sekretariat KPKIP merupakan
Kominfomas dalam pelaksana
administratif kepada KPKIP.

Unit Pelaksana Teknis Dinas
pemberian dukungan pelayanan

(2) Sekretariat KPKIP dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

(1) Sekretariat KPKIP mempunyai tugas memberikan dukungan
pelayanan administratif kepada KPKIP.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Sekretariat KPKIP menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
~;ek(etariat KPKIP;

b. pel3ksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
enflgaran Sekretariat KPKIP;

c. penyusunan standar operasional dan prosedur pemberian
pel3yanan teknis KPKIP;

d. per,yusunan program Sekretariat KPKIP;

e. fasllitasi penyiapan program Sekretariat KPKIP;

f. fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis Sekretariat KPKIP;

g. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi Sekretariat KPKIP;

h. pelaksanaan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana
can sarana Sekretariat KPKIP;

I. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Sekretariat
KPKIP;

j. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Sekretariat
~;PKIP;
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k. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Sekretariat KPKIP;

I. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Sekretariat
I<Pi<IP; dan

m. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Sekretariat KPKIP.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Sekretariat KPKIP, terdiri dari :

a. Kepala Sekretariat;

b. Suhbagian Tata Usaha;

c. Sa;uan Pelaksana Informasi Provinsi;

d. Satuan Pelaksana Penyiaran; dan

e. Subkelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagal' Susunan Organisasi Sekretariat KPKIP sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Sekretariat KPKIP

Pasal 6

Kepala Sei\retariat KPKIP mempunyai tugas :

a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi
Sekretariat KPKIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal4;

b. men;:jc(.rdinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Satuan Pelaksana
dan Subkelompok Jabatan Fungsional;

c. melak~8nakan koordinasi dan kerja sarna dengan SKPD/UKF'D
dan/atau Instansi Pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas
dan fU,lgsi Sekretariat KPKIP; dan

d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan
fungsi Sekretariat KPKIP.
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Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal7

(1) Subba~Jian Tata Usaha merupakan Saban Kerja staf dalam
pelakHanaan administrasi KPKIP.

(2) Subba;:lian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Sekretariat KPKIP.

(3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Sekretariat KPKIP sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
an:~garan Sekretariat KPKIP sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. mElngoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana
kel'!a dan anggaran Sekretariat KPKIP;

d. lrIenyusun bahan standar operasional dan prosedur teknis
pe',aksanaan administrasi KPKIP;

e. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran KPKIP;

f. rnelaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang
Sekretariat KPKIP;

g. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan
;';ekretariat KPKIP;

h. melaksanakan pengelolaan kearsipan, data dan informasi
SfJkretariat KPKIP;

i. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, pemeliharaan dan
perawatan prasarana dan sarana kerja Sekretariat KPKIP;

j. merllelihara keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan dan
kenyamanan kantor Sekretariat KPKIP;

k. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Sekretariat KPKIP;

I. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Sekretariat
KPI(IP;

m. rmngoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan
i(e.)iatan serta akuntabilitas Sekretariat KPKIP;

n. I11Eingoordinasikan dan memfasilitasi Tenaga Ahli/Asisten Ahli
i{PKIP; dan

o. r'l~llaporkan dan mempertanggungjawahkan pelaksanaan tugas
~:·'i.:hbagian Tata Usaha.
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Bagian Keempat

Satuan Pelaksana Informasi Provinsi

Pasal 8

(1) Satuan Pelaksana Informasi Provinsi merupakan Satuan Kerja
Sekretariat KPKIP dalam pemberian dukungan pelayanan administrasi
sengketa, kerja sama dan konsultasi termasuk dukungan kepaniteraan
kepada KPKIP.

(2) Satuar, Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Sekretariat.

(3) Kepals Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
bukarJ Jabatan Struktural.

(4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
diangl<at dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala
Sekretariat.

(5) Satuan Pelaksana Informasi Provinsi mempunyai tugas :

a. rnenyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Sekretariat KPKIP sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Sekretariat KPKIP sesuai dengan Iingkup tugasnya;

c. rner.yusun bahan standar operasional dan prosedur teknis
pe,ayanan administrasi sengketa informasi, kerja sama dan
konsultasi Badan Publik Oaerah;

d. n1'3laksanakan tug as kepaniteraan yang berkaitan dengan
pE,rmohonan penyelesaian sengketa informasi termasuk
In~ngadministrasikan hasil putusan sjjang mediasi dan/ata.u
ajudikasi non litigasi;

e. memfasilitasi pelaksanaan sidang mediasi dan/atau sidang
Jjudikasi non Iitigasi;

f. memberikan dukungan administrasi keoada Komisioner dalam
\nelaksanakan sidang mediasi dan/atau sidang ajudikasi non
!iti~asi;

g. ml;mfasilitasi kegiatan analisis terhadap permohonan penyelesaian
sengketa;

h. ml;llgadministraslkan dan menginventarisasi Badan Publik Oaerah
til Provinsi OKI Jakarta yang membutuhka'l layanan konsultan;

i. memfasilitasi dan mengolah data yang berkaitan dengan pelaksana
informasi publik yang terkait dengan KPKIP;

j. m3mfasilitasi kegiatan anal isis data dan statistik terhadap
p6rmasalahan yang dihadapi Badan Publi" Oaerah;
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k. rn€'mberikan dukungan administrasi ker::ada Komisioner dalarn
ke!~iatan yang berkaitan dengan layanan kQnsultasi dan kerja sama
Badan Publik Daerah; dan

I. r;lE laporkan dan mempertanggungjawal::kan pelaksanaan tugas
Sat,Jan Pelaksana Informasi Provinsi.

Bagian Kelima

Satuan Pelaksana Penyiaran

Pasal 9

(1-) Satuan Pelaksana Penyiaran merupakan Satuan Kerja lini Sekretariat
KPKIP dalam pemberian dukungan penyusunan peraturan dan
pelayanan perizinan penyiaran serta komunikasi dan pelayanan
pengaduan oleh KPKIP.

(2) Satu~n Pelaksana dipimpin oleh Kepala Satuan Pelaksana yang
berKe'Judukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Sekrelariat.

(3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana d:maksud pada ayat (2),
bukan Jabatan Struktural.

(4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diangl<at dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala
Sekretariat.

(5) Sat:Jan Penyiaran mempunyai tugas :

a. rnenyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja d,l'l
anggaran Sekretariat KPKIP sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. rnelaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Sekretariat KPKIP sesuai denga'l lingkup tugasnya;

c. nlEilyusun bahan standar dan prosedur teknis pelaksanaan
pernberian dukungan penyusunan peraturan dan perizinan
penyiaran serta komunikasi dan pelayanan pengaduan;

d. 1n<3mberikan dukungan administrasi pelaksanaan kegiatan dan
an9garan KPKIP sesuai dengan Iingkup tugasnya;

e. menyiapkan bahan penyusunan peraturantkeputusan dan bahan
I<ornunikasi KPKIP dengan masyarakat dan/atau pihak lain;

f. memfasiiitasi penyusunan dan sosialisasi peraturan/keputusan
I<PKIP;

g. n,'::1erima dan memproses permohonan perizinan penyiaran
kepada KPKIP;

h. nlBmfasilitasi pelaksanaan evaluasi dengan pendapat KPI-<IP
.d.engan pemohon izin;
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i. memfasilitasi pelaksana komunikasi KPKIP dengan masyarakclt
dan/atau pihak lain;

j. memfasilitasi penerimaan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat
dan/atau pihak lain kepada KPKIP; dan

k. rnel2porkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
2.aluan Pelaksana Penyiaran.

Bagian Keenam

Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal10

(1) Sekretariat KPKIP dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.

(2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud padaayat (1). melaksanakan
tugas dalam susunan organisasi struktural Sekretariat KPKIP.

Pasal 11

(1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat
Fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Sekretariat
KPKIP sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dlnas
Kominfomas.

(2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat ("I), dipimpin oleh Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang
berke.j~dukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Sekreiariat KPKIP.

(3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
aya: -:2), diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul
Kepala Sekretariat KPKIP dari pejabat fung~;lonal yang berkompeten
dan bsrintegritas.

(4) Ket~n'Jan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Sekretariat
KPKIP diatur dengan Peraturan Guberm.:r sebagai bag ian dari
peng<lturan Jabatan Fungsional Dinas Kominfomas sesuai ketentuan
pemturan perundang-undangan.

BAB V

ESELON

Pasal 12

(1) Kepala Sekretariat KPKIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
merupakan adalah Jabatan Struktural Eselon III A.

(2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (2), merupakan Jabatan Struktural Eselon IV A.
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BAB VI

TATA KERJA

Pasal 13

(1) Dalarr, melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat KPKIP wajib
taat da,l berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kepala Seretariat KPKIP mengembangkan koordinasi dan kerja sama
dengan SKPD/UKPD, instans! Pemerintah/swasta dan masyarakat
dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan
tugas dan fungsi Sekretariat KPKIP.

Pasal 14

Kepala Sekretariat, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan
Pelaksar'.a dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat
KPKIP wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan
peraturan j:,'lrundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja
sama, int3grasi, sinkronisasi, simplikasi, akuntabilitas, transparansi,
efektivitas dan efisiensi.

Pasal 15

(1) Kepala Sekretariat, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala
Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok ,Jabatan Fungsional pada
Sekmtariat KPKIP wajib memimpin, mengoordinasikan, memberikan
bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan
menilai kinerja bawahan masing-masing.

(2) Kef_ala Sekretariat, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala
Satuc'tn Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional serta
pegawai pada Sekretariat KPKIP wajib mengikuti dan mematuhi
perintRh kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Kepala SHkretariat, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan
Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat
KPKIP wajib mengawasi dan mengendalikan pelftksanaan tugas bawahan
masing-!'ne"ing serta mengambil langkah-Iangkah yang diperlukan apabila
menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 17

(1) Ke~~a a Sekretariat, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala
Sabcm Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan
pegawai pada Sekretariat KPKIP wajib menyampaikan laporan dan
kendclia pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.



12,.

(2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1),
menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahall
pengarnbilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 18

(1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksana~an

pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi

birokrasi terhadap Sekretariat KPKIP.

(2) Keten1.uan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud
pada ayat(1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 19

(1) Pegawai pada Sekretariat KPKIP merupakan Pegawai Aparatur Sipil
Negara, terdiri atas :

a. Pegawai Negeri Sipil; dan

b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

(2) PengE:iolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

tentang Aparatur Sipil Negara.

(3) Daiarn pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, Sekretariat KPKIP

mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui BKD dan Bim
Organisasi dan RB sebagai bagian dari pembinaan kepegawaian

Dinas Kominfomas.

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 20

(1) Belapje: pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat KPKIP dibebankan

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja DaFJrah.

(2) Peng,:;lolaan belanja sebagaimana dirr,aksud pada
dilak~.anakan sesuai dengan ketentuan peraturan
undangan Bidang Keuangan NegaraIDaeral-,.

ayat (1),
perundang-
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Pasal 21

(1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi
Sekreteriat KPKIP merupakan pendapatan d2.,mlh.

(2) PengE':Glaan pendapatan sebagaimana dill1aksud pada ayat (1),
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan di bidang keuangan negara/daerah.

BAB IX

ASET

Pasal 22

(1) Aset }Iang dipergunakan oleh Sekretariat KPKIP sebagai prasarana
dar, sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan
daerah yang tidak dipisahkan.

(2) Pengeiolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), diiaksanakan sesuai dengan ketentuan
peratlJran perundang-undangan bidang keuangan negara/daerah dan
ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan barang
milik negara/daerah.

Pasal 23

(1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima oleh Sekretariat KPKIP
daiam bentuk pemberian hibah atau bantuan barang dari pihak ketiga
kepada Sekretariat KPKIP daiam rangka pelaksanaan tugas dan
fup.IJsinya merupakan penerimaan barang daerah.

(2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
segem dilaporkan kepada Kepala Dinas dan seianjutnya dilaporkan
kepada Gubernur melaiui Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola
Keu&ngan Daerah (PPKD) sekaligus Bendahara Umum Daerah (BUD)
untClk dicatat dan dibukukan dalam daftar Barang Milik Daerah (BMD).

BAB X

PELAPORAN DAN AKUNTA81L1TAS

Pasal 24

(1) SeKI'/,tariat KPKIP menyusun dan menyampaikan laporan berkala
tahlman, semester, triwulan, bulanan dan/at3u sewaktu-waktu kepada
Kep'3ia Dinas.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi
lapora:l :
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a. kepegawaian;

b. keuangan;

c. bal'"mg;

d. kinerja;

e. akuntabilitas; dan

f. ka~;i':ltan.

Pasal 25

Dalam rangka akuntabilitas Sekretariat KPKIP rnengembangkan sistem
pengendalian internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal
Dinas Kominfomas.

BAB XI

PENGAWASAN

Pasal 26

Pengawasan terhadap Sekretariat KPKIP dilaksanakan oleh :

a. Lembaga negara yang mempunyai tugas merneriksa pengelolaan dan
tanggullfj jawab keuangan negara; dan

. b. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Formasi ,Jabatan dan kebutuhan peralatan kerja Sekretariat KPKiP
diatur/dite1apkan dengan Peraturan Gubernur/Keputusan Gubernur
tersendiri, c,;esuai dengan kebutuhan, kemampuan keuangan daerah dan
prioritas daerah.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada sdat Peraturan Gubernur ini mulai bedaku, Peraturan Gubernur
NomoI' 7C Tahun 2012 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Ker'ja
Sekretari8t Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dan Peraturan Gubernur
NomoI' 95, Tahun 2012 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Komisi Informasi Provinsi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 29

Perature,!) Gubernur ini mulai berlaku pada tan,;,gal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ltd.

BASIJKI1. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERA,H PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ltd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 62159

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

PROVINSI DAERAH ~:HUSUS IBUKOTA JAKARTA,

~
SHIRAHAYU

NIP 19E-712281985032003
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Lampiran Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta

Nomor 292 TAHU!IJ 2014
Tanggal 31 De3ember 2014

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN DAN KOMISllNFORrAASI PROVINSI

1 .

BBAGIAN
AUSAHA

PELAKSANA
YIARAN

KEPALA
SEKRETARIAT
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(SANA SATUAN
OVINSI PEON

.............. .................

SUBKELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL

SATUAN PELfI
INFORMASII'R

....................L

GUBERNUR F'ROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ltd.

BI\SUKI T. PURNAMA


